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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA RS

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA
Nomor : 115/NPHD/TU/X1/2023

Nomor : 0005/KU.01.00/KSU-24/11/2023

TENTANG
PELAKSANAAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI/WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (10-11-2023), bertempat di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, yang
bertanda tangan di bawah ini :

I. NIKSON NABABAN :  Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-18 Tahun
2019 tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli
Utara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera
Utara yang berkedudukan di Jalan ‘Letjen
Soeprapto Nomor 1 Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

II. INDRA JAYA SITUNGKIR :  Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
berkedudukan di Jl. Mayjen Yunus Samosir
No.40 Sipoholon dalam jabatannya untuk dan
atas nama Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
sebagai penerima hibah, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK bermaksud untuk saling
mengikatkan diri dalam suatu Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi
jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing
Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan
di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik




S.

Indonesia Nomor 6865}
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemermtah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (‘}ubvmw.
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5898} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang ;\iomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran
I\egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 fentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraiuran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5898} schagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pcnggam_ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilthan CGubernur,
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
ﬁéonesza Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
Nomoer 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penggmn;w U .uimxg
Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Cubernur, Bupati, dan Wali Koia
menjadi Undang-Undang {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5898};

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilkhan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomeor ! Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 teéntang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-undang Nomeor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {lembaranb Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 fentang Kedudukan, Tugas, Fungs:,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umiit, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota {Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141};

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 ten ang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegaw i Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentan 1g Bagan Akun Standar
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 3 Nomor 1618);

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/ PMK j,/?’")’f() tentang Tata Cara
Pengelolaan Hibah Langsung Datam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2016

Nomor 812}
12. Pﬁf"atu-:; Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/20i7 ter 'nfmg Admimstrasi
Peng mr.lzwn Hibah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 99(
L-exi»xt(x n v.vie:nt(*r" Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tenta ang Pr.';;r:lo,,wr
Rel«:munp Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727)-

Cu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian /Lembaga (Berita Negara R P.ez..:a;.;?_;f»:

indonesia Tahun 2017 Nomor 1727

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran.
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan {Berita Nep gara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47 24

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota vang Bersumber dari Anggaran
4 cg X X 3 bl &)
pendapatan dan belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
902} sebagatmana telah diubah densgan Pe*aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
£ & 3

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2019 tentang Pendanaan J Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang
Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rerita N egara bpn-m}
Indonesia Tahun 2020 Nomor 616}:

oy
(1)

16.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umuni,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilthan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411):

7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomeor 3 Tahun 2022 Tentang Tats

Kerja Dan Pela Hubungan Pengawas Pemilihan Umum {Berita Negara Republik

L=

Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

—

18 .Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Penetapan P APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;

tY.Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K} /1072023
teniang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Peny elenggaraan Pengawasan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupat; Dan Wakil Bu ipatl, Serta Wall Kota
Dan Wakil Wali Kota

-
£
N

).Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 991/HK.01.00/K1/08/2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolalaan Dana Hibah Peny elenggaraan

Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walt Kota dan Wakil Wali Kota:

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perj janjian Hibah Daerah sebagaimana diatur
sehagai berikut:




Z1.Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabarar

~are 3 oy 1nm A vy vy F iy am 8 - - p -~ 37 na Yy ey evveyds T
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli U
= 1 [}

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnva disebut PARA PIHAK dengan ini

menvatakan s.(-paka-r untuk melaksanakan penandatanganan Naskah ret_{a::.t_'{ian
Hibah Daerah, dengan ketentuan sehagai berikut :
Pagal 1
RUANG LINGKUP
{1} Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dasi Pemerintah Kabupater

I I [} ' ~rie 4 2 ~ e 13 - Y 1y ouvy o wra b
apaiull L-‘tm"l kepada Bawastu Kabupaten Tap«:mh Utara berupa uang scl

Rp.15.924.114.000,- (Lima belas miliiar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus
empat 2’39‘(-&5 ribu rupiah) untuk pe\rl},'ek;nggax'.-‘mr; pengawasan Pemilihan Bupati dar
Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024;

TSl

(2} Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Naskah Perjanjian Hibat
Daerah sampail dengan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahapan pemilihar
Bupatt dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

{1} Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah dalam rangka pemenuban kewajibar
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk membiavai penyeienggaraar
pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuh Utara Tahun 2024;

(2) ‘T‘u]’:r‘.n Perianjian Hibah Daerah in1 adalah untuk membiavai kegiatar
penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuh Utare
Tahun 2024 secara demokratis, berdasarkan asas lan gs nou umum, bebas, rahasia
jujur dan adil sesuai dengan program dan tahapan yang telah ditetapkan;

Pasal 3
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAWN HIBAH
1} PIHAK KESATU membenkan hibah uang kepada PIHAK KEDUA sebese
; S ¥
Rp. 15.924 114 300, - (Lima belas milyar Sembilan ratus dua puluh empar juta seratu
empat belas ribu rupiahj;
{2} PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesz

Rp.15.924.114.000,- {Lima belas milyar Sembilan ratus dua puluh empar juta seratu
empat belas ribu rupiahj;

(3] Pembenan hibah sebagaimana dimaksud ,,ud< avat (1} dan ayat (2} berupa hiba

uang vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate

(e I

Tapanuli Utara;

i4) F)ana hibah digunakan untuk pembiavaan penvelenggaraan tahapan pengawasa
Pemilthan Bupati dan Wakil Bupat Tapanuli Utara Tabhun 2024 Anggaran 2023 da

.
i
i

ahun Anggaran 2024 (bersifat tahun jamakj;




Pasal 4
HAH PARA PIHAK

a} PIHAK KESATU yaitu Berhak menerima Laporan Penggunaan Belanja Hi b}h parL_f
akhir pelaksanaan tahapan Pemihhan Bupati dan Wakil Bupati i
Tahun 2024 yang disampaikan oleh PIHAK KE L)LA

.
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b} PIHAK KEDUA yaitu Berhak menerima uan g sejumlah Rp15.924.114.000,- (Lima

belas milyar Sembilan ratus dus puluh empar juta seratus zp;-a‘t belas ribu rupiah);
dari PIHAK PERTAMA sebasgaimana kesepakatan pada Naskah Perjanjian Hibah
Daerah;

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

a) Kewajiban PIHAK KESATU  yaitu men‘,'er{ih‘h’ar' uang  sejurniah
Rp.15.924.114.000,-(Lima bf:.las milyar Sembilan ratus dua puluh

-y

seratus empat belas ribu rupiah); sesuai c!engan kesepakatan y«}»dgmn-.m

empar juia

tertuang dalam Naskah Pecjanjian Hibah Daerah ini:

Ry

3} Kewajiban PIHAK KEDUA melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan
Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 {tiga)
bulan setelah seluruh tahapan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Pasal 6
MEREANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

{1} Pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara ke Rekening Hibah yvang dikelola oleh Bawasiu
Kabupaten Tapanuli Utara pada Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua:

.

(2) Transfer dana hibah uan g sebagaimana dimaksud pada avat {1). dilakukan
setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dsn PIHAK
KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan .

a. Fotokopl naskah perjanjian hibah:

Pakta Integritas,;
c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
d. Fotocopi rekening Bank atas nama penernmma hibah pengurus/personii;

e. Kuwitansi rangkap 3 (tiga) ash bermeterai cukup vang tel: 1H ditandatangam dan

distempel.
(3} Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada m’zzz {1} dilaksanakan
sekaligus sebesar Rp. 15.924.114.000,- {Lima belas milyar Sembilan ratus dua

puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah) atau da'sam 2 ([dua} tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut

a. Tahap 1 (satu) dengan persentase 40 % {empat puiuh persen) dari nilai NPHD
atau sebesar Rp6.369.645.600 ( enam miliar tiga ratus enam pulih sembilan
jula enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan dicairkan

paling lambat 14 (empat belas} hari kerja setelah penandatangan NPHD,




(o
)

i4)

(1)

b. Tahap II {dua) dengan persentase 60 % {enampuluh persen] dari nilai NPHD
atau sebesar Rp.9.554.468.400, (sembilan miliar lima ratus hma puluh empat
juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah dan dicairkan
paling lambat 4 {empat } bulan sebelum hari pemungutan suara

(4) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilalcsanakan dengan

2 {duaj tahap vang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak
mengurang: jumiah pada Petjanjian Hibah ini, vang pencamannva dilaksanakan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah;

(9) Pencaiaran Belanja Hibah Kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat

12 #-d A1, e T T o g - 19 OFE 2 YEves T o v - vy e oy o
(J).ticak dipersvaratkan Surat Pe; tanggungiawaban pelaksanaan kegiatan

sebelumnya.

Pasal 7
PENGGUNAAN HIBAH

(1) Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dipergunakan cleh
PIHAK KEDUA untuk pembiayaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana tercantum dalan lampiran
perianjian ini;

{2} Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah Kcgiatan
Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tapanuli Utara Tahun 2024

Pasal 8
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenulinya atas penggunaan uang yang
dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuvai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku dan menyunpan bukti-bukti transaksi
terkait program dan kegiatan yvang didanai dari dana hibah daerah;

Apabila terdapat sisa dana hibah pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tapanuli Utara per 31 Desember 2024, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk
menyetorkan kembali ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung {RPDHL)
Bawasiu Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak disetorkan ke Kas Dserah dan dapat
digunakan sampai dengan tahapan berakhir tanpa adanya NPHD baru;

Dalam hal sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pengawasan Pemilihan
Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 masih terdapat sisa dana
hibah, PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa dana hibah kepada PIHAK KESATU
dengan cara disetor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan Pengawasan Pemilihan sesuat
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ©
KEADAAN MEMAKSA {(FORCE MAJEURE)

Keadaan kahar (forcé majeure) termasuk kebakaran, ledakan., gempa bumi,’
topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnva, makar, huru hara,
perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah {moneter} yang
berpengaruh langsung pada pelaksanaan perianjian ini;

Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tércegah atau

v

tertunda pelaksanaannya cleh keadaan kahar {force majeure};




5] Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dar

PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk

pemunglitan suara ulang,
kegiatan pengawasan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan, pemungutan suara ulang

sampai berakhirnva tahapan pemilihan,;

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benamya di Kantor Bupati Tapanul
Utara pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal
Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua} masing-masing dibubuhi materai yang cukup sehinggs

Jan 8 ) £ 8 yang

mempunyai kekuatan hukum vang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan

membubuhi cap/stempel instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

i

INDRA JAYA SITUNGKIR

—




